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ABSTRAK

Manusia sebagai mahluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah
ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dalam perkara yang bersifat duniawai
ataupun ukhrowi sebab semua aktivitas akan dimintai pertanggung
jawabannya kelak di akhirat. Dalam melaksanakan kehidupan, Islam selain
mensyari’atkan akidah dan ibadah yang benar sebagai alat penghubung
antara hamba dan penciptanya juga merumuskan tata cara yang baik dan
benar dalam muamalah sebagai penghubung antara manusia satu sama lain.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Sistem Penentuan
Upah yang terjadi pada Kelompok Pemotong Kayu? Bagaimana Tinjauan
Hukum Islam tentang Sistem penentuan upah pada Kelompok Pemotong
Kayu? Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Sistem Penentuan
Upah Pada Kelompok Pemotong Kayu Kecamatan Kemiling, Bandar
Lampung, Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem
Penentuan Upah Pada Kelompok Pemotong Kayu Kecamatan Kemiling,
Bandar Lampung. Metode penelitian ini merupakan penelitianlapangan (field
research), yang bersifat deskriptif analisis, serta data-data yang diperoleh dari
kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk menghimpun data
lapangan tentang kerja sama yang terjadi. Sumber data yang digunakan
adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui
wawancara (interview). Dalam analisa datanya menggunakan metode
kualitatif. Pengolahan data dilakukan melalui editing, dan sistematis data.
Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang membahas tentang” tinjauan
hukum Islam tentang sistem penentuan upah pada kelompok pemotong kayu
(studi pada kelompok pemotong kayu Kecamatan Kemiling, Kota Bandar
Lampung)”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Sistem
penentuan upah pekerja pemotong kayu oleh ketua kelompok pemotong kayu
tidak didasari atas perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat dan ditanda
tangan oleh akan tetapi atas dasar kepercayaan satu sama lain secara sukarela,
pihak ketua dan pengguna jasa mengenai tata cara kerja, upah, hak dan
kewajiban serta aturan-aturan lain yang berlaku di kelompok tenaga kerja
tersebut. Upah yang diterima pekerja tidak sesuai dengan waktu dan resiko
yang dimana upah yang diterima para pekerja antara satu sama lain tidak
disesuaikan dengan semestinya seperti halnya upah kenek yang setara dengan
pemotong kayu dan upah sesama kenek yang berbeda. Tinjauan hukum Islam
terhadap sistem penentuan upah seharusnya didasarkan oleh akad yang jelas
dan dijalankan atas dasar kerelaan bersama. Kemudian dalam tinjauan asas-
asas perjanjian dalam Islam bahwa perjanjian teresebut ada yang sesuai dan
ada yang tidak sesuai.
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MOTTO
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Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta
sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa
perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah
kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu (An-Nisa'/4:29).
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul

Untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman dalam
mengartikan maksud judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara
singkat kata kunci yang terdapat di dalam judul skripsi ini. Adapun
skripsi ini berjudul “Tinjavan Hukum Islam Tentang Sistem
Penentuan Upah Pemotongan Kayu” (Studi Pada Kelompok
Pemotongan Kayu Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung).
Istilah-istilah yang perlu dijelaskan antara lain:

Tinjauan Hukum Islam adalah hasil meninjau, pandangan,
pendapat sesudah menyelediki dan mempelajari peraturan
berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku
manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat
untuk semua ummat yang beragama Islam.! Dengan demikian yang
dimaksud dengan tinjauan hukum Islam adalah sudut pandang
terhadap kumpulan peraturan dalam agama serta punya ahli figh
(fugaha) dalam menetapkan syari’at hukum Islam menurut kondisi
dan situasi masyarakat.

Sistem Penentuan Upah adalah suatu jaringan prosedur
yang dibuat menurut pola yang dibuat terbuat untuk melaksanakan
kegiatan pokok perusahaan,” dengan cara menentukan kaidah
hukum kongkrit yang berlaku khusus untuk menentukan sejumlah
uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada

seseorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.®

! Ismail Muhammad Syah, Filsafah Hukum Islam, Cetakan Ketiga (Jakarta:
Bumi Aksara, 1999), 17.

2 Mulyadi, Sistem Informasi Akutansi, (Jakarta Salemba Empat, 2016), 5.

% Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
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Pemotong Kayu adalah orang yang memotong bahan baku
dari pohon untuk kemudian diproduksi menjadi berbagai macam
kayu bangunan yang terletak di Kemiling kota Bandar lampung.

Berdasarkan penjabaran dari masing-masing istilah yang
dimaksud dari judul di atas sesuatu peristiwa dari suatu tahapan-
tahapan yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan
skema dari suatu jasa yang di tawarkan oleh penyalur jasa, dan

menurut hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Kelompok pemotong kayu, merupakan suatu usaha
merupakan tempat yang menjual berbagai macam kayu bangunan
seperti kaso, balok dan lain-lain, dimana kita ketahui usaha
menjadi kebutuhan dan mata pencaharian seseorang, maka
dibutuhkan sebuah aturan ketentuan atau ketetapan yang berkaitan
dengan penentuan upah.

Kelompok pemotong kayu yang terdapat di Kemiling kota
Bandar Lampung terdapat sistem penentuan upah yang merugikan
pekerja pemotong kayu yang mana pekerja tersebut mendapatkan
upah yang tidak sebanding dengan kerja dan waktu kerja itu
sendiri. Berdasarkan sistem penentuan upah yang terjadi di
kelompok pemotong kayu tersebut maka perlu adanya akad atau
perjanjian dengan yang lain, maka kedua bela pihak atau lebih
harus melaksanakannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Praktek sistem pengupahan (ujrah) yang terjadi telah
memenuhi rukun akad dalam upah-mengupah akan tetapi dalam
syarat masih belum terpenuhi yaitu ditemukan adanya salah satu
pihak yang menyatakan tidak rela atas perjanjian yang dilakukan,

Cetakan Keempat Edisi Ketiga Balai Pustaka, 2007), 96.
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yang mana hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak dan
menguntungkan pihak lainnya. Hal tersebut tidak dibenarkan
dalam segi hukum Islam. Hal ini telah dijelaskan di dalam firman
Allah dalam surat An-Nissa (4) : ayat 29 yang berbunyi:

P
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”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu. ”

Konsekuensinya yang timbul dari adanya ketentuan ini

karena sistem penentuan upah pekerja harus sesuai dengan
ketentuan dan kesepakatan yang telah ditetapkan. Upah harus
dibayar tidak kurang, tidak juga lebih dari apa yang telah
dikerjakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merasa tertarik
untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang sistem upah yang
tidak sesuai salah satu aspek muamalah yang sangat penting dan
dapat dilakukan setiap manusia adalah upah mengupah, yaitu
memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah
diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran
itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.

Prinsip setiap orang yang bekerja biasanya pasti akan
mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing
tidak akan dirugikan, sehingga terciptalah suatu keadilan.

Allah SWT berfirman dalam QS. AL-Jaatsiyah (45) ayat
22
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“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang
benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang
dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa upah setiap orang harus

ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerja
sama. Untuk itu harus dibayar tidak kurang dan juga tidak lebih
dari apa vyang dikerjakan. Islam menjelaskan apabila
mempekerjakan seseorang hendaklah memberikan upahnya
sebelum kering keringatnya.*

Berdasarkan sistem penentuan upah pada kelompok
pemotong kayu Kecamatan Kemiling kota Bandar Lampung bahwa
antara yang terjadi pada teori hukum Islam terjadi ketidaksamaan
atau kesenjangan oleh sebab itulah membuat penulis untuk
memecahkan masalah dan meneylesaikan masalah dengan judul:
“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Penentuan Upah
Pemotongan Kayu” (Studi Pada Kelompok Pemotong Kayu Kota
Bandar Lampung).

. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas,
maka penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan
hukum yang terkait dengan pelaksanaan sistem penentuan upah.

Karena ada kepentingan dari masalah pada penentuan upah,

4 Usman Al-Qurtuby, Al-Qur‘an Cordoba, (Bandung : Cordoba Internasional, 2016),
106.
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peneliti akan difokuskan pada “tinjauan hukum Islam tentang
sistem penentuan upah Kecamatan Kemiling kota Bandar

Lampung”.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka perlu
dirumuskan permasalahannya yang akan di bahas yaitu:
1. Bagaimana sistem penentuan upah pada kelompok pemotong
kayu, Kecamatan Kemiling kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem penentuan
upah pada kelompok pemotong kayu, Kecamatan Kemiling

kota Bandar Lampung?

. Tujuan Penelitian
Setelah mengetahui rumusan masalah di atas, maka tujuan
dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui sistem penentuan upah pekerja yang tidak
sesuai terhadap kelompok pemotong kayu Kecamatan Kemiling
kota Bandar Lampung.

b. Untuk mengetahui dan meninjau hukum Islam terhadap sistem
penentuan upah pekerja pemotong kayu Kecamatan Kemiling

kota Bandar Lampung.

. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat mempunyai nilai
tambah dan bermanfaat untuk penulis maupun pembaca baik secara
teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Secara teoritis



Bagi mahasiswa penelitian ini dapat dijadikan sebagai
kontribusi ilmiah dalam rangka memperkaya khazanah ilmu
pengetahuan mengenai analisis hukum islam dalam bidang
muamalah khususnya di UIN Raden Intan Lampung pada
Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (HES).

2. Secara praktis

a. Bagi penulis sabagai wacana untuk melatih dan
mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta
menambah wawasan dan pengetahuan terhadap Sistem
Penentuan Upah Pada Kelompok Pemotong Kayu.

b. Bagi lembaga pendidikan, sebagai sumbangan pengetahuan
dan penambahan perbendaharaan perpustakaan.

c. Bagi peneliti pada masa selanjutnya dapat dijadikan sebagai
sumber referensi pengetahuan yang baru yang hasilnya dapat

digunakan sebagai acuan penelitian berikutnya.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah membaca
beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan
judul tentang tinjauan hukum Islam tehadap sistem penentuan upah
pemotong kayu adalah sebagai berikut :

Skripsi yang ditulis Deni Susanto dari Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum
Islam Tentang Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Hilangnya
Barang Perusahaan” (Studi Pada Indomaret Fajar Bulan Lampung
Barat), Dasar dari pemotongan upah gaji karyawan yang
diakibakan hilangnya barang adalah perjanjian kerja didalamnya

memuat tentang hubungan kerja dan karyawan mengenai tata cara,
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upah, hak dan kewajiban dan aturan lain yang berlaku
diperusahaan. Perbedaan dengan penelitian saya adalah, Skripsi
Deni Susanto membahas tentang Jika terjadi barang rusak atau
hilang akibat kelalaian karyawan dan hilangnya mencapai batas
maksimal maka seluruh karyawan secara bersama bertanggung
jawab dengan dipotongnya gaji bulanan sesuai dengan jabatannya,
tinjauan hukum Islam pemotongan gaji akibat hilangnya barang
perusahaan itu tidak boleh diberlakukan. Ada ahli Figih melarang
denda disebabkan barang rusak dalam waktu bekerja bukan karena
kelalaian. Dengan alasan hilang atau rusaknya barang oleh
karyawan tertuang dalam perjanjian, Sedangkan penelitian yang
saya lakukan adalah tentang penentuan upah yang diterapkan pada
pemotongan kayu itu sendiri. Persamaan dari penelitian ini adalah
sama-sama membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam
Tentang Penentuan Upah yang seharusnya.

Skripsi yang ditulis Lia Resti Carlina dari Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan Berdasarkan
Persentase Dalam Perspektif Figih Muamalah” (Studi di SPA dan
Salon Muslimah Az-Zarah di Bandar Lampung), Mekanisme
pengupahan di SPA dan Salon Muslimah AzZarah di Bandar
Lampung belum menjalankan ketentuan upah mengupah dalam
penentuan jumlah upah masih jauh dari ketentuan Figih Muamalah
yang mengharuskan suka sama suka dan belum, dan janganlah
kamu merugikan manusia pada hak-hak nya adalah memberikan
hak kepada pekerja yang telah memenuhi hak dan kewajibannya
sebagai pekerja atau buruh di suatu perusahaan. Mengenai hal ini

belum memperhatikan kepentingan atau kewajiban pekerja untuk



menerima upah setelah melakukan kewajibannya, seperti datang
ketempat kerja dan tidak diberikan upah. Perbedaan dengan
penelitian saya adalah pada SPA salon muslimah Az-Zahra ini
belum bergerak tanpa aturan yang berlaku, Sistem pengupahan
karywati SPA salon muslimah Az-Zahra ditinjau dari figih
muamalah menggunakan sistem borongan. Dimana setiap pekerja
diupah berdasarkan persentase atau unit hasil yang sama halnya
dengan sistem borongan yang akan menghasilkan banyak, yang
sedikit akan menghasilkan sedikit, Sedangkan penelitian yang saya
lakukan berfokus pada cara menentukan upah yang sesuai terhadap
pekerja yang memiliki tugas yang berbeda dengan upah yang tidak
ditentukan. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang
bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengupahan terhadap
karyawan.

Skripsi ini yang ditulis oleh Eka Restiani yang berjudul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Pekerja Dos (Studi
Pada Kelompok Pekerja Dos Desa Kaibon Kecamatan Geger
Kabupaten Madiun), Perbedaan dengan penelitian saya adalah
Pengupahan yang ada pada pekerja dos sudah sesuai dengan
hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun, kemudian
tata cara pengupahan bagi pekerjanya menurut hukum Islam juga
diperbolehkan karena sebelum melakukan pekerjaan sudah terdapat
perjanjian dan persetujuan, hanya saja sering kali ada perbedaan
upah yang berbeda antara Karyawan perempuan dan Karyawan
laki-laki tanpa diketahui antara kedua belah pihak karena bos
merasa puas dengan kinerja yang diberikan oleh salah satu pihak,
Sedangkan penelitian yang sedang saya lakukan adalah sistem

penentuan upah pemotong kayu terhadap para pekerja yang dimana
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masih banyak asas-asas dalam pengupahan yang belom terpenuhi.
Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang bagaimana

tinjauan hukum Islam tenpang penentuan upah yang sesuai.

H. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah
penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cendrung
menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan
dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode tersebut akan
disebarkan sebagai berikut:
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field
reseach), vaitu penelitian yang langsung dilakukan
dilapangan atau diresponden.® Yaitu melakukan penelitian
dilapangan untuk memperoleh data atau informasi secara
langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan.
Selain dilapangan penelitian ini juga menggunakan
penelitian kepustakaan (library reseach) sebagai pendukung
dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan literatur
yang ada diperpustakaan yang relevan dengan masalah yang
akan diteliti. Dalam hal ini penulis memperoleh data dari
data lapangan yaitu melalui langsung kepada pihak tenaga
kerja , di Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung.
b. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

®Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,2015), 4.
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skripsi ini bersifat deskriptif analisis, yakni suatu penelitian
yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat
mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau
kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data
penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi
yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa
adanya yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hal ini akan di dekripsikan bagaimana
tinjauan hukum Islam terhadap sistem penentuan upah yang
tidak sesuai dengan akad pada kelompok pemotong kayu

Kecamatan Kemiling kota Bandar Lampung.

2. Sumber data Penelitian

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh

dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen
guna keperluan penelitian yang dimaksud. Dalam penelitian
lazimnya terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu data
primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara
langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan
organisasi.® Pada umumnya data primer dianggap lebih baik
dari data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal
yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari data sekunder.
Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau
dilokasi penelitian, seperti data primer yang diperoleh dari

hasil wawancara kepada responden.

®Rosadi Ruslan, Metode Penelitian Publik Relation dan komunikasi

(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 29.



11

b. Data sekunder
Data sekunder adalah bahan data yang berisikan
tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang
data primer. Peneliti menggunakan data ini sebagai data
pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber
data sekunder yang dipakai oleh penulis lakukan, antara lain:
Al-Qur’an, hadist, buku, kitab-kitab figih, skripsi, dan
literatur-literatur lainnya yang mendukung.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang
paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari
penelitian adalah mendapatkan data.” Maka untuk teknik
pengumpulan data diperlukan adalah observasi, wawancara dan
dokumentasi.
a. Observasi
Observasi merupakan pengumpulan data dengan
cara memperhatikan sesuatu melalui pengamatan terhadap
suatu objek penelitian tanpa ada pertolongan standar lain
untuk keperluan tersebut.® Observasi dilakukan secara
langsung fenomena yang terjadi dilapangan.
b. Wawancara
Metode wawancara adalah metode pengumpulan
data dimana penelitian mengajukan suatu pertanyaan
langsung kepada responden. Interview dilakukan kepada
para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak

mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview dapat

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2015), 224.
8Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 154.
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diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang
terdiri dari para pedagang, serta pihak-pihak yang dianggap
tahu tentang penelitian ini.
Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal
atau variabel berdasarkan catatan, buku, majalah, foto,

dokumen rapat, dan agenda.

4. Populasi dan Sampel

a.

Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri
atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi bukan
hanya sekedar objek atau subjek yang dipelajari tetapi
seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki subjek atau objek
itu.’

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data
pekerja yang terrdaftar di penyalur tenaga kerja kelompok
pemotong kayu Kecamatan Kemiling Kota Bandar
Lampung, dengan jumlah 110 pekerja.

Sampel

Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang
mewakili populasi sampel ini merupakan cerminan dari
populasi yang sifat-sifathnya akan diukur dan mewakili

populasi yang ada. Dengan adanya sampel ini maka proses

®Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,

2015), 225.
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penelitian akan lebih mudah dan sederhana.® Menurut
Suharismi  Arikunto berpendapat bahwa untuk sekedar
ancer-ancer maka apabila subjek kurang dari seratus lebih
baik diambil semua sehingga penelitian termasuk penelitian
populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil
antara 5-10%.

Berdasarkan penentuan jumlah dan sampel dan
sampling, pada penelitian ini tingkat populasi yang diambil
sebesar 8% dari jumlah populasi sebanyak 110 pekerja, jadi
sampel yang diambil sebanyak 7 responden, Adapun pekerja
yang mengalami penentuan upah yang tidak sesuai dengan

pekerjaan dan upah yang diterima sebanyak 5 pekerja.

5. Metode Pengolahan data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam
memperolen data atau angka ringkasan dengan
menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode
pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik
berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah

pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (editing)

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian
data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data
yang masuk (raw data) atau terkumpul itu tidak logis dan

meragukan.”  Dalam  proses editing  dilakukan

Ybid, 33.
1Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2015), 222.
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pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan
sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.
b. Sistematisasi data (systematizing)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data
menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah.
Dalam hal ini penulis mengelompokan data secara
sistematis dari yang sudah diedit diberi tanda menurut
klasifikasi urutan masalah.

Analisis Data

Setelah  keseluruhan data dikumpulkan maka
langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data
tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Berdasarkan analisis
data, digunakan data kualitatif, kareana data yang diperoleh
dari literatur yang ada dilapangan, kemudian ditarik
kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalah. Metode
analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan
pendekatan deskriptif kualitatif. Deskreptif adalah suatu
penelitian untuk memberikan gambaran atau deskriptif
tentang keadaan yang dilakukan secara objektif, kualitatif
adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan
cenderung analisis.

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang
bersifat umum, yang bertitik tolak dari pengetahuan yang
bersifat umum ini hendak menilai kejadian yang khusus.*

Selain  metode deduktif, penulisan ini juga

12Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,

2015), 180.
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menggunakan metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang

sifatnya khusus atau peristiwa peristiwa konkrit, kemudian

dari peristiwa tersebut diarik generalisasi yang bersifat

umum.*®* Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan

tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kelompok

pemotong kayu Kecamatan Kemiling kota Bandar Lampung.
Sistematika Penulisan

Bab yang pertama dalam skripsi ini berisi tentang
pendahuluan yang terdiri dari, penegasan judul, latar belakang
masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian
dan sistematika pembahasan.

Bab yang kedua dalam skripsi ini berisi tentang landasan
teori yang terdiri dari pengertian akad, dasar hukum akad, macam-
macam akad, syarat-syarat akad dan upah (ijarah), hal ini
dikarnakan dalam penelitian ini lebih mengarah kepada sistem
penentuan upah terhadap pekerja pemotong kayu.

Bab yang ketiga dalam skripsi ini berisi tentang deskripsi
objek penelitian yang terdiri dari sejarah pemotong kayu, daerah
pemasaran, lokasi, tujuan pemotong kayu, struktur organisasi, tipe
kayu, dan wawancara dari para pekerja.

Bab yang keempat dalam skripsi ini berisi tentang analisis
penelitian yang terdiri dari sistem penentuan upah pemotong kayu
yang berada di Kecamatan Kemiling kota Bandar Lampung dan
tinjauan hukum Islam terhadap sistem penentuan upah pemotong
kayu.

Bab yang kelima dalam skripsi ini berisi tentang penutup

BIpid, 182.
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yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi atau saran.



BAB Il
LANDASAN TEORI
A. Akad Menurut Hukum Islam
1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa arab yang berarti mengikat,
menetapkan dan membangun. Kata akad kemudian diserat
kedalam bahasa Indonesia yang berarti janji, perjanjian, dan
kontrak.!* Pertalian ijab gabul (pernyataan melakukan ikatan)
dan gabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan syari’at
yang ada pada obyek perikatan, Sedangkan secara bahasa akad
mempunyai beberapa arti, antara lain:

a. Mengikat (Ar-Aabthu), yaitu mengumpulkan dua ujung tali
dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga
bersambung dikemudian menjadi sepotong benda.

b. Sambungan (Aqdatun), yaitu sambungan yang menjadi
memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.

c¢. Janji (Al-ahdu), yaitu siapa saja ang menepati janji dan takut
kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang
yang bertagwa.”® Sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-
Maidah (5) ayat 1

14 Abdur Rohman, Analisis Penerapan Akad Ju“alah Dalam Multi Level
Marketing, (Al-,,Adalah Vol. XIIl. No. 2, Desember 2016), h.180 (On-Line)
tersedia di: https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2,1856 (10 April 2019, pukul
20.30), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

15 M. Alli hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam(Figh Muamalat),
(Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003),h.101.

17
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”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-aqgad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan
dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan

haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum

menurut yang dikehendaki-Nya ”.*°

Istilah al-‘aqd dalam Al-Qur*an mengacu pada
pertayaan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada
sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat
seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik
setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji
yang dibuat orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam
surat Ali-Imran:76 bahwa janji tetap mengikat orang yang
membantunya.'’

Akad menurut istilah adalah keterkaitan dalam
keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan adanya
komitmen yang telah di syariatkan. Kata akad menurut
istilah terkadang dipergunakan dalam pengertian umum,
yakni sesuatu yang dikaitkan seseorang bagi dirinya sendiri

atau bagi orang lain dengan kata harus.™®

16 Dapartenmen Agama RI, Al-Quraan dan Terjemahnya,(Bandung: PT

Diponogoro,2014), h.106.

7 Hendi suhendi, figih muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada,
2010), h. 45
18 Abdullah AL-Mushlih dan shalah Ash-Shawi, figih Ekonomi Keuangan

Islam,(Jakarta : Darul Haq, 2008), h.26.
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Menurut istilah figih, secara umum akad berarti
suatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan,
baik yang muncul dari dua pihak, seperti wakaf, talak, dan
juga sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti
jual beli, sewa, wakalah dan gadai.

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab
dan gabul, dalam lingkup yang di syariatkan dan
berpengaruh dalam sesuatu.*®

Istilah “Perjanjian” dalam hukum indonesia disebut
“Akad” di dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata
al-‘aqd, vyang berati mengikat. Menyambung atau
menghubungkan (Ar-rabt). Menurut pengertian lainnya
menjelaskan bahwa ljarah adalah upah yang diberikan
kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan
sebagai balasan atas pekerjannya.

2. Dasar Hukum Akad
a. Surat Al-Maidah (5) ayat 1

<
o€ > -5

N1y STELT 5,800 150 10 il e
03 G SEDTY) o 2ol el 2 28 1Sk (EG
”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan
dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan
haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum
menurut yang dikehendaki-Nya”.

19 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah,(Jakarta:PT.Rajja Grafindo
Persada,2015),h.68.
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Maksud dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa
dilarang melakukan praktik yang diharamkan dalam
memperoleh kekayaan, namun harus melalui akad atau
perjanjian berdasarkan kerelaan antara penjual dan pembeli
ataupun kedua belah pihak yang membuat akad. Hal ini
diperlukan agar pembeli terhindar dari penyesalan dalam
akad maupun transaksi tersebut. Sehingga dalam transaksi
adanya hak dan khiyar untuk membeli. Hak khiyar adalah

hak untuk meneruskan jual beli atau membatalkan.?

. Surat Ali-Imran (3) ayat 76:

p
/J” F] ﬁ Gl

“Bukan demikian, Sebenarnya siapa yang menepati janji
yang dibuat-Nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang bertakwa”

Maksud akad di atas yang diadakan oleh para pihak

haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak,
yaitu masing-masing pihak ridho/ rela akan isi akad tersebut,
atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas
masing-masing pihak. Dalam hal ini berati tidak boleh ada
paksaan dari pihak yang satu kepihak yang lain, dengan
sendirinya akad yang diadakan tidak didasarkan kepada
kehendak pada salah satu pihak yang mengadakan perjanjian
dan apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang
tentang apa yang menjadi isi akad, sehingga tidak

mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para

20 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah...., h.83.



21

pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian
hari.?
3. Rukun dan syarat akad
a. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu
perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih
berdasarkan keridhan masing-masing maka timbul bagi
kedua belah pihak haq dan iltijam yang diwujudkan oleh
akad, rukun-rukunya ialah sebagai berikut:

1) Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing
pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari
beberapa orang, seorang yang berakad orang yang
memiliki hak.?? Ulama figh memberikan persyaratan atau
kriteria yang harus dipenuhi aqid, antara lain:

a) Ahliyah keduanya memiliki kecakapan dan keputusan
untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan
memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayiz dan
berakal. Berakal yang dimaksud disini ialah tidak gila
sehingga mampu memahami ucapan orang-orang
normal. Sedangkan mumayiz disini artinya mampu
membedakan antara baik dan buruk antara berbahaya
dan tidak dan antara merugikan dan menguntungkan.

b) Wilayah yang dimaksud dengan wilayah sebagai hak
dan kewenangan seseorang Yyang mendapatkan

legalitas syar’i untuk melakukan transaksi atas suatu

2 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam
Islam, 3. (Jakarta :Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2004), h.2-3.

22 syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: PT. Raja
Grapfindo Persada,2010), H.68.
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objek tertentu. Artinya orang tersebut memang
merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu
objek transaksi sehingga ia memiliki dab otoritas
untuk mentransaksikannya. Dan yang terpenting orang
yang melakukan akad harus bebas dari tekanan
sehingga mampu mengekspresikan pilihanya secara

bebas.

2) Ma’qud adalah benda yang diakadkan seperti benda yang

dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau
pemberian, dalam gadai, utang yang dijamin seseorang

dalam akad kafalah.

3) Maudhu’ al’aqd adalah tujuaan atau maksud pokok

mengadakan akad, bebeda akad, maka berbedalah tujuan

pokok akad tersebut.

4) Sight al-aqd yaitu ijab dan qgabul, ijab ialah permulaan

penjelasan yang keluar dari salah seseorang yang berakad

sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad.

Sedangkan gabul yaitu perkataan yang keluar dari pihak

yang berakad pula yang diucapkansetelah ijab.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam sight al-
aqd ialah:?

a) Sighat al-agd harus jelas pengertiannya, kata-kata
dalam ijab qabul harus jelas dan tidak banyak
memiliki banyak pengertian.

b) Harus sesuai antara ijab gabul, tidak boleh antara yang

berijab dan yang menerima bebeda lafadz.

2 Sohari Sahari, Figih Muamalat, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.43.
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C) Megambarkan kesungguhan. Kemauan dari pihak-
pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak
karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain
karena dalam tljarah harus saling ridho.**

b. Syarat akad

Syarat akad dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1) Syarat terbentuknya akad (syuruth al-in ‘igad)®
Masing-masing  rukun atau unsur yang
membentuk akad diatas memerlukan syarat-syarat agar
rukun itu dapat berfungsimembentuk akad. tanpa
adanya syarat-syarat yang dimaksud, rukun akad tidak
dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam syarat yang

dimaksud dinamakan syarat terbentuknya akad.
Rukun pertama vyaitu para pihak harus

memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu:

a) Tamyiz

b) Terbilang (at-ta’addud)

Rukun kedua yaitu pernyataan kehendak, harus
memenuhi dua syarat akad, yaitu:

a) Adanya penyesuaian ijab gabul dengan kata lain
tercapainya katasepakat.

b) Kesatuan majelis akad

Rukun akad ketiga yaitu objek akad harus
memenuhi tiga syarat, yaitu:

a) Objek itu dapat diserahkan

% Hendi Suhendi, Figih Muamalah...., h 44

5 syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah...., h. 99.



b) Tertentu atau dapat ditentukan
c) Objeknya dapat ditransaksikan
2) Syarat keabsahan akad (syuruth ash-shihhah)

Perlu ditegaskan bahwa dengan memenuhi rukun
dan syarat terbentuknya suatu akad memang sudah
terbentuk dan mempunyai wujud yuris syar”i namun
belum serta merta sah. Untuk mengetahui sahnya akad,
rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan
unsur-unsur penyempurna ini disebut keabsaan akad.
Syarat keabsaan ini dibedakan menjadi dua macam,
yaitu syart keabsahan umum vyang berlaku terhadap
semua akad atau paling tidak berlaku kebanyak akad dan
syarat keabsahan khusus yang berlaku pada masing-
masing berbagai macam akad khusus.

3) Syarat berlakunya akibat hukum (syuruth an-nafadz)®

Apabila memenuhi rukun dan syarat terbentuk
syarat-syarat keabshan maka suatu akad dinyatakan sah.
Akan tetapi meskipun sudah sah ada kemungkinan bahwa
akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat
dilaksanakan. Akad belum dapat dilaksanakan akibat
hukumnya itu, meskipun sudah sah disebut akad maukuf
(terhenti atau tergantung). Untuk dilaksanakan akibat
hukumnya, akad sudah sah itu harus memenuhi dua
syarat berlakunya akibat hukum, vyaitu adanya
kewenangan sempurna atas objek akad dan adanya
kewenangan atas tindakan hukum yang harus dilakukan.

4) Syarat mengikatnya akad (syarhul luzum)?®’

% syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah...., h. 101.
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Pada asasnya apabila suatu akad telah memenuhi
rukun dan syaratnya maka akad tersebut sudah dapat
dikatakan sah dan mengikat bagi para pihak. Maka tidak
boleh salah satu menariknya kembali persetujuannya
secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.

Sebenarnya akad harus dikhususkan untuknya
beberapa syarat atau boleh juga dengn perkataan syarat-
syarat idlafiyh (syarat-syarat tambahan) yang harus ada
disampng syarat umum seperti syarat adanya saksi untuk
terjadinya nika, dan seperti tidak boleh adanya ta’liq
dalam agad mua’awadlah dan agad tamalik seperti jual
beli dan hibah, ini merupakan syarat idlafiyah.

4. Macam-macam akad

Para ulama figh mengemukakan bahwa akad itu bisa
dibagi jika dilihat dari berbagai segi. Berikut ini akan diuraikan
akad dilihat dari segi keabsahan menurut syara’, maka akad
terbagi menjadi dua yaitu akad sahih dan akad tidak sahih.
Untuk lebih mengetahuinya berikut akan diuraikan lebih jelas
mengenai akad tersebut.

Akad sahih ialah akad yang telah memenuhi rukun dan
syarat- syaratnya. Hukum dari akad sahih ini adalah berlakunya
seluruh akibathukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat
bagi pihak yang berakad. Akad sahih ini dibagi ulama
Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam?® yaitu:

a. Akad nafiz

27 |bid. h. 104.
2 \Wahab az-zuhaili, alfigh al-Islami wa adilatuhu,jilid 1V, (Beirut: dar al

fikr,1984), h.231.
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Akad nafiz (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu
akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan
syarat juga tidak ada penghalang untuk melaksanakanya.

b. Akad mauquf

Akad mauquf yaitu akad yang dilakukan seseorang
yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki
kekuatan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad
tersebut, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang

telah mumayyiz.?

. Ketentuan dalam Akad

Akad terdiri dari beberapa macam yaitu akad bernama
dan akad tidak bernama ada juga akad pokok dan asesoir serta
akad bertempo dan tidak bertempo yakni sebagai berikut:

a. Akad bernama
Yang dimaksud dengan akad bernama adalah akad

yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan
ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku
terhadapnya dan tidak berlaku pada akad lain. Ahli hukum
klasik menyebutkan beberapa jenis akad, sehingga secara
keseluruhan akad menurut perhitungan mencapai beberapa
jenis akad bernama yaitu:

. Jual beli (Al- Ba ")

. Sewa-menyewa (Al-ljarah)

. Penanggungan (Al-Kafalah)

. Gadai (Ar-Rahn)

1
2
3
4. Pemindahan uang (Al-Hiwayah)
5
6. Jual beli opsi (Ba 'tal-wafa)

2 |bid., h.204.



7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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Penipuan (Al-ida’)

Pinjam pakai (Al-i ‘arah)

Hibah (Al-hibah)

Pembangnan (Al-gismah)

Persekutuan (Asy-syirkah)

Bagi hasil (Al-mudharabah)

Penggarapan tanah (Al-muzara ’ah)
Pemeliharaan tanaman (AL-Musagah)
Pemberian kuasa (Al-Wakalah)

Arbitase (At-tahkim)

Pelepasan hak kewarisan (Al-Mukharajah)
Pinjam mengganti (Al-Qardh)

Pemberian hak pakai rumah (Al-Umrah)
Penetapan ahli waris (Al-Muamalah)
Pemutusann perjanjian atas kesepakatan (Al-lgadah)
Perkawinan (Al-Zawayj)

Wasiat (Al-Washiyyah)

Pengangkatan pengampu (Al-isha)*

b. Akad tak bernama

Akad tak bernama ialah akad yang tidak diatur

secara khusus dalam kitab-kitab figh dibawah satu nama

tertentu. Dengan kata lain akad tak bernama ialah akad

yang tidak ditempuh oleh pembuat hukum namanya yang

khusus serta ada pengaturan tersendiri mengenainya,

terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad. Akad

jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai

dengan kebutuhan mereka.

% Dr Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah...., h.73



28

Kebebasan dalam membuat akad tertentu (tidak
bernama) ini termasuk kedalam apa yang disebut dengan
kebebasan berakad, akad tidak bernama ini timbul selaras
dengan kepentingan para pihak dan akibat kebutuhan
masyarakat yang terus berkembang contoh akad tak bernama

ialah perjanjian, penerbitan, periklanan dan sebagainya.™

. Akad pokok dan akad asessoir

Dilihat dari kedudukanya akad dibedakan menjadi
akad yang pokok (al-‘agdal ashli) dan akad asessoir (“ag-
aqd at- zab’i), akad pokok adalah akad yang terdiri sendiri
yang keberadaanya tidak tergantung kepada suatu hal lain
termasuk ke dalam jenis ini adalah semua akad yang
keberadaanya karena dirinya sendiri, seperti akad jual beli,
sewa-menyewa, penitipan, pinjam pakai, dan seterusnya.
Akad asseoir adalah akad yang keberadaanya tidak berdiri
sendiri melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi
dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidaknya akad tersebut.
Termasuk dalam kategori ini adalah penanggungan (kafalah)
dan akad gadai (ar-rahn) kedua akad ini merupakan
perjanjian untuk menjamin karena itu keduanyatidak ada
apabila hak-hak yang dijamin tidak ada.*

. Akad bertempo dan tidak bertempo

Dilihat dari unsur tempo akad dapat dibagi menjadi
dua akad yakni akad bertempo (a/’aqd az-zamani) dan akad
tidak bertempo (al’aqd al-fauri). Akad bertempo adalah

akad yang didalamnya ada unsur waktu merupakan unsur

%1 Ibid., h.76.
% Ibid., h.77.
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usia, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi
perjanjian. Termasuk dalam kategori ini, misalnya sewa-
menyewa, akad penitipan, akad pinjam akad, akad
pemberian kuasa, akad berlangganan surat kabar dan lainya.
Akad tidak bertempo adalah akad dimana unsur
waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian. Akad jual
beli misalnya, terjadi seketika tanpa perlu unsur tempo
sebagai bagian dari akad tersebut. Bahkan apabila jual beli
dilakukan dengan hutang, sesungguhnya unsur waktu tidak
merupakan ensensial, dan bila telah tiba waktu pelaksanaan,
maka pelaksanaanya tersebut bersifat seketika dan pada saat

itu hapuslah akad kedua belah pihak.*®

B. Upah Menurut Hukum Islam

1. Definisi Upah-Mengupah
Upah dalam Islam dikenal dengan istilah ijarah. Secara
Etimologi kata Al-ljarah berasal dari kata al-ajru’ maupun al-
‘iwad yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.®
Sedangkan secara istilahi ijarah adalah akad pemindahan hak
guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu
dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan
pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh
karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa ijarah adalah akad

atas manfaat disertai imbalan.®

ljarah adalah kepemilikan jasa dari seorang yang

% Ibid., h.77.

% sayyid Sabig, Fikih Sunnah 13, PT Al-Ma’arif, Bandung, 1987, h. 15

% Wahhab Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, Gema Insani,
Jakarta, 2011, h. 387
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menyewakan (mu’ajjir) oleh orang yang menyewa (musta’jir),
Serta pemilikan harta dari pihak musta’jir oleh seorang mu’ajjir.
Dengan demikian, ijarah berarti merupakan transaksi terhadap
jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.®

ljarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah
akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal
yang harus diperhatikan dalam akad ijarah ini adalah bahwa
pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat
yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad
ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda
bukanlah objek akad ini, meskipun akad ijarah kadang-kadang
menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam
akad ijarah tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah
benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. ljarah
dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah
dalam masyarakat.*’

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang
yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya
sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami
bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas
jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya,
tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain
upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam
produksi. Jika pekerja tidak menerima upah akan
mempengaruhi standar penghidupan bagi para pekerja.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan

% sayyid Sabig, Loc.Cit
3 M. Yazid Affandi, Figih Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga
keuangan syari’ah, Logung Pustaka, Yogyakarta, h.180
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keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan,
sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam
menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada
seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah
dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi
pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak)
perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan hubungan
kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang
berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari
pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang
lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah
membayar upah.

Akad yang sesuai dengan syari’ah adalah yang tidak
mengandung gharar (ketidakpastian atau penipuan), maysir
(perjudian), riba (bunga uang), zhulm (penganiayaan), risywah
(suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai
arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar
dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad ini
kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita
dapat dijalankan. Seseorang lelaki dan perempuan saat
disatukan dalam menjalani kehidupan dengan akad. Dengan
adanya akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi
kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa
bantuan dan jasa orang lain. Dapat dibenarkan bahwa akad
adalah merupakan sarana sosial yang ada dan hidup dalam
kehidupan bermasyarakat dengan makhluk sosial. Kenyataan ini

menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tiada lepas dari akad
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(perjanjian), yang menjadikan sarana dalam memenuhi berbagai

bentuk kepentingan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa

betapa pentingnya akad (perjanjian).®

Adapun definisi al-ijarah yang dikemukakan oleh para

ulama figih.

a.

Ulama Hanafiyah mendefinisikan ijarah yaitu suatu akad
yang dipergunakan untuk pemilikan manfaat, yang diketahui
dan disengaja dari barang yang disewakan dengan cara

penggantian (bayar).*

. Ulama Syafi’iyah mendefinisikan dengan:

astie o s dalyls J S AL B as ta da e s 3 Gt dalia e S
“Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu,
bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan

tertentu”.*°

Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinsikan dengan:
O sy a5 348 1h 10 b s LS
“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu

tertentu dengan suatu imbalan”.*!

. Menurut Labib Mz vyang dimaksud ijarah adalah

memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain
untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah
disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan oleh
orang yang menerimanya, bahwa orang yang menerima

barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas

h. 114

%8 Hendi Suhendi, Figih Muamalah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,

% Wahhab Az-Zuhaili, Op.Cit, h.390
0 sayyid Sabig, Op.Cit. h.16
41 Wahhab Az-Zuhaili, Op.Cit, h.391



33

penggunaan manfaat barang yang telah dipergunakan
dengan beberapa syarat dan rukun-rukun tertentu.*?

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat
diambil suatu kesimpulan bahwa ijarah merupakan suatu
akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari
seorang mua’ajjir oleh seorang musta’jir yang jelas dan
disengaja dengan cara  memberikan  penggantian
(kompensasi/upah). Akad al-ijarah tidak boleh dibatasi oleh
syarat, akad al-ijarah juga tidak berlaku pada pepohonan
untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah
materi, sedangkan akad al-ijarah hanya ditujukan pada
manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh
dijadikan sebagai obyek al-ijarah untuk diambil susu atau
bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi.
Antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan makna
operasional. Sewa biasanya digunakan untuk benda seperti
“seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal
selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga
seperti “para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya
(upahnya) satu kali dalam seminggu”. Jadi dapat dipahami
bahwa al-ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada
imbalannya, dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa
dan upah mengupah.®

Adapun hal-hal yang terkait dengan upah adalah:**

%2 |_abib Mz, Etika Bisnis Dalam Islam, Bintang Usaha Jaya, Surabaya,
2006, h.39

3 Hendi Suhendi, Op.Cit, h.115

4 Nasrun haroen, figh muammalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet,

1, 2000), h.229
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1) Upah bersih merupakan jumlah uang yang dibayarkan
kepada karyawan berupa gaji dan tunjangan setelah
dilakukan pemotongan.

2) Upah borongan merupakan upah yang dibayarkan kepada
karyawan bukan atas dasar satuan waktu (hari, minggu,
bulan) melainkan atas dasar satuan barang (tugas) yang
harus dikerjakan.

3) Upah harian merupakan bayaran yang diberikan kepada
karyawan hanya untuk hasil kerja harian, apabila yang
bersangkutan masuk kerja.

4) Upah lembur merupakan upah paling rendah yang
menurut undang-undang atau persetujuan buruh yang
dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan.

5) Upah minimum merupakan upah paling rendah yang
menurut undang-undang atau persetujuan serikat buruh
harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan.

6) Upah wajar merupakan upah yang diberikan perusahaan
seimbang dengan jasa yang disumbangkan karyawan
kepada perusahaan.

2. Dasar Hukum Upah-Mengupah
a. Al-Quran

Al-Quran secara Hanifiyah adalah bacaan sebuah
kitab suci utama dalam agama Islam yang umat muslim
percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah SWT. Hampr
semua ulama figih bersepakat bahwa ljarah disyariatkan
dalam Islam. Adapun golongan vyang tidak
menyepakatinya, seperti Abu Bakar AL-Asham dan Ibnu

Ulayyah. Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak
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menyepakati ljarah tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa
kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat
pembayaran menurut kebiasaan (adat).

Jumhur  ulama berpendapat bahwa ljarah
disyariatkan berdasakan AL-Quran, As-Sunnah, dan Ijma.
1. Al-quran surat AI—Qashasr;ayat 26-27

£l

s T - & s>
)

- _ _ P RPN ,E—, - <z
Saeil e 25 D) vpenal GOl Lpds) SJ6

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya
bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada
kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik
yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang
yang Kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah dia
(Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan
kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas
dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun
dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah
(suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak
memberati kamu. dan kamu insya Allah akan
mendapatiku termasuk orang- orang yang baik*

* Departemen Agama RI, Al-Quraan dan Terjemah, (Semarang: CV As-
syifa, 2001), h.1040.



2. Surat AI-Baqarah ayat 233 disebutkan :
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“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama
dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan
penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan
Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang
tidak dibebani melainkan menurut kadar
kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita
kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena
anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila
keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan
kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak
ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu
disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu
apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang
patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah
bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. ”*°

% Ibid, h. 46.
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Ayat di atas menejelaskan bahwa membayar
upah kepada orang yang melakukan pekerjaan, mereka
berhak mendapatkan upah sesuai dengan besarnya upah
yang telah disepakati adalah suatu kewajiban. Apabila
upah yang dibayarkan tidak sesuai dengan pekerjaan
dan perjanjian maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi
keja hendaklah tidak berbuat curang terhadap pemberian
upah. Upah dapat berupa jumlahnya apabila telah
disepakati bersama anatara kedua belah pihak, dan tidak
ada yang dirugikan.

3. Al-quran surat An-nahl ayat 97
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“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-
laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka
Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan
yang baik[839] dan Sesungguhnya akan kami beri
balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik
dari apa yang Telah mereka kerjakan. '

Ayat tersebut menjelaskan baalan atau imbalan
bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan akhirat.
Maka seseorang yang bekerja disuatu badan usaha atau
perusaan dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan

syarat perusahaanya tidak memproduksi, menjual atau

" Departemen Agama RI, Al-Quraan dan Terjemah, (Semarang: CV As-
syifa, 2001), h.740.
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mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan
demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan
benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan didunia

maupun diakhirat.*®

b. As-sunnah (Hadist)

Hadis adalah perkataaan (sabda), perbuatan
ketetapan dan persetujuan dari nabi Muhammad yang
dijadikan landasan syariat Islam. Hadist dijadikan sumber
hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini kedudukan
hadist merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran.

Selain ayat Al-Quran di atas ada beberapa
hadist yang menegaskan tentang upah. Dari Abdullah Bin
Umar, Rasulullah SAW bersabda,

Siatphel, i g adle 0 e ) 0505 06 D6 Ja 0 e (2

(L o ol 5) 48 D2 Cing (1 OB 404
Dari Abdullah Bin Umar, ia berkata : telah bersabda
Rasulullah SAW, “Berikan kepada seseorang pekerja
upahnya sebelum keringatnya kering”.(H.R. lbnu Majah,
Sahih).

Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi ljarah
disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar
atau kecilnya upah pekerja. Dari Sa’id Al-Khudri, Nabi
SAW bersabda:*

P08 AL Gl 0 e G0N G T S o 5 G LA Sl ol G2

8 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian
AL-Quran ), Jakarta: Lentera Hati, cet.ll, 2009, h.601.

* Ibnu Hajar Al Asgolani, Bulughul Maron Min Adilatil Ahkam, (Jakarta
: DaruunNasyir Al Misyriyyah, t.th), h.188.
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(G5 N ae ol 5) 4 HAl AT 2008 1 al A Gl )
Dari Abu Sa’id Al Khudri ra. Bahwasanya Nabi SAW
bersabda, “Barang siapa yang memperkerjakan pekerja
maka tentukanlah upahnya” (H.R. Abdurrazaq). Dari Abu
Hurairoh ra. berkata Rasulullah SAW bersabda :*

A e a0 o 1 050 5 08 8% W) Gm 5505 b o G2
Al JR6 1A L JA050% 2 o bal 040 Ll 25 Saladlil 455
(P $150) $DAT il 2 5 Ak (A3 B Uyl D2 B 3205
Dari Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah SAW bersabda,
“Tiga golongan yang aku musuhi kelak dihari kiamat ialah:
seseorang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku,
kemudian ia khianat, seseorang yang menjual orang yang
merdeka dan menikmati hasilnya, dan seseorang yang
memperkerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik
namun ia tidak memenuhi upahnya.”(H.R. Muslim).

. Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan para ulama dalam
menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-
Quran dan Hadist dalam suatu pekerjaan yang terjadi. Umat
Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa Iljarah
dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.>

Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah Al-mujtahid, juga
mengatakan bahwa “Sesungguhnya sewa-menyewa itu

dibolekan oleh seluruh fugaha negeri besar dan fugaha masa

147.

*%bid, h.189.
! H Abd. Rahman Dahlan, M.A., Ushul figh Cetakan pertama 2010, h.145-
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pertama”.*?

Al-ijrah merupakan akad pemindahan hak guna
atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, diikuti

pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.>®

. Dasar Hukum Undang-Undang

Dasar hukum Undang-undang Upah merupakan
salah satu hak normatif buruh. Upah yang diterima oleh
buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika
buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada
pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan.

Bab 1 Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan: “Upah
adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau
pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan
dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau
peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi
pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa
yang telah atau akan dilakukan”.**

Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan
pekerja/buruh adalah untuk melindungi pekerja dari
kesewenang-wenangan pengusaha dalam pemberian upah.
Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang

memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

%2 Ibnu Rusyd, Bidayah al Mujtahit juz 2, (Semarang :Maktabah Usaha

Keluarga), h.165.

¥ Muhammad Syafi*i Antonio, Bank syariah dari teori ke

praktek,(Jakarta :Gema Insani Press, 2001), h. 117.

% Undang-undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan.
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Pekerja menerima upah dari pemberi kerja secara adil dan
tidak merugikan salah satu pihak dan dilindungi oleh
undang-undang. Peran pemerintah dalam hal ini adalah
menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja
atau buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja
maupun keluarganya.

Berdasarkan uraian tentang dasar hukum atau dalil-
dalil syara’ dan juga dasar perundang-undangan yang
berkenaan dengan masalah pengupahan (Al-ljarah)
sebagaimana telah diuraikan diatas, maka tidak ada lagi
keraguan tentang kebolehan mengadakan transaksi sewa
menyewa atau upah mengupah, dengan kata lain sewa
menyewa atau upah mengupah diperbolehkan dalam hukum
Islam maupun perundang-undangan apabila bernilai secara
syar’i dan tidak merugikan pihak pekerja/buruh.

3. Rukun dan Syarat Upah Mengupah
a. Rukun Upah-Mengupah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu
itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang
membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya
unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang,
lantai-lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep
Islam unsur-unsur yang membentuk itu sendiri disebut
rukun.>®

Menurut jumhur ulama, rukun ljarah ada empat

yaitu:

% Muhammad Al Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, (Jakarta : Pustaka
Azzam), h.303.
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1. Aqid (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa
menyewa atau upahmengupah. Orang yang memberikan
upah dan penyewa disebut mu’jair dan orang yang
menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa

sesuatu disebut musta’jir.*®

. Sighat

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut
sighat akad (sighat- ‘agad), terdiri atas ijab dan gabul
dapat melalui ucapan, utusan dan tulisan, isyarat,
secara diam-diam, dengan diam-diam semata. Syarat-
syaratnya sama dengan ijab gabul pada jual beli hanya
saja dalam ljarah harus menyebutkan masa atau waktu

yang ditentukan.>’

. Upah

Yaitu sesuatu yang diberikan musta’jir atas jasa
yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh

mu ajjir.

. Manfaat

Untuk mengontrak seseorang musta’jir harus
diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya
oleh karena itu jenis pekerjaanya harus dijelaskan,
sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih

kabur hukumnya adalah fasid.*®

% Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada),

h.177.

5 Moh. Saefulloh, Fikih IslamLengkap, ( Surabaya, Terbit IslamTerang

2005), h. 178.

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Figh
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b. Syarat Upah-Mengupah®
Syarat Upah-Mengupah ialah sesuatu yang musti
ada dalam Upah-Mengupah, tetapi tidak termasuk salah
satu bagian dari hakekat Upah-Mengupah itu sendiri.
Sebagai sebuah transaki umum, al-ljarah baru
dianggap apabilah telah memenuhi rukun dan syaratnya
sebagaimana yag berlaku secara umum dalam transaksi
lainya. Adapun syarat- syarat Upah-Mengupah adalah
sebagai berikut:
1. Pelaku Upah-Mengupah haruslah berakal

Kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama
Syafi’iyah dan Hanabilah disyariatkan telah baligh dan
berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau
tidak berakal, sepeti anak Kkecil dan orang gila
menyewakan harta mereka atau dari mereka (sebagai)
buruh, menurut mereka Al- ljarah tidak sah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak
yang melakuakan ijrah mestilah orang-orang yang sudah
memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga
segala perbuatan yang dilakukanya dapat dipertanggung
jawabkan secara hukum.

Para ulama dalam hal ini berpendapat bahwa
kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini
ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban,
pandang sebagai suatu perbuatan yang sah.

2. Keridhaan pihak yang berakad

Muamalat), (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2003), h.231.
% Hendi Suhendi, Figih Muamalah...., h. 51
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Kedua belah pihak yang berakad menyatakan
kerelaanya untuk melakukan akad Al-ljarah. Apabila
salah seseorang diantaranya tepaksa melakukan akad itu,
maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada

firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

a=

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu
membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha

’

Penyayang kepadamu.’

Ayat di atas menjelaskan bahwa diperintahkan
kepada umat Islam untuk mencari rejeki tidak dengan
jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama suka.

Akad Upah-Mengupah tidak boleh dilakukan
salah satu pihak atau dua-duanya atas dasar keterpaksaan,

baik dari pihak yang berakad atau orang lain.

. Objek Al-ljarah diserahkan secara langsung dan tidak

cacat
Objek Al-ljarah itu boleh diserahkan dan

dipergunakan secara langsung atau tidak langsung dan
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tidak cacat. Oleh sebabitu para ulama figih bersepakat
menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu
yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung
oleh penyewa.

. Objek Al-ljarah sesuatu yang dihalalkan oleh syara’

Islam tidak membenarkan terjadi sewa-menyewa
atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang
dilarang agama misalnya meneyewa rumah untuk
maksiat jadi kaidah figih menyatakan bahwa sewa-
menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh.

. Objek ljarah berupa harta tetap yang dapat diketahui

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan
perselisihan, maka akadnya tidak sah karena
ketidakjelasannya  menghalangi  penyerahan  dan
penerimaan sehingga tidak tercapai maksudakad tersebut.
Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan
penjelasan tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan,
objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

a. Penjelasan tempat manfaat
Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan ada
harganya, dan diketahui.

b. Penjelasan waktu
Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk
menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama
Syafiiyah, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat
menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib
dipenuhi.

C. Penjelasan jenis pekerjaan



Penjelasan jenis pekerjaan sangat penting dan
diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja
sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.
d. Penjelasan waktu kerja
Tentang batas waktu kerja sangat bergantungan pada
pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.®
e. Pembayaran (uang) sewa harus bernilai dan jelas
Jumlah  pembayaran uang sewa hendaklah
dirundingkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak
atau dengan cara mengembalikan adat kebiasaan yang
sudah berlaku agar tidak menimbulkan keraguan
antara kedua belah pihak.
Sementara itu Sayyid Sabigq berpendapat
bahwa syarat-syarat Upah-Mengupah ada lima yaitu:
1) Kerelaan kedua bela pihak yang mengadakan
transaksi.
2) Objek yang disewakan diketahui manfaatnya.
3) Objek yang disewakan dapat diketahai kadar
pemenuhannya.
4) Benda yang disewakan dapat diserahkan.
5) Kemanfaatannya mudah bukan yang diharamkan.
Apabila syarat upah-mengupah di atas telah
terpenuhi, maka akad upah-mengupah telah dianggap sah
menurut syara”. Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak
terpenuhi, maka upah-mengupah dianggap batal.

Syarat-syarat pokok dalam Al-Quran maupun as-

% bid.
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sunnah mengenai hal pengupahan adalah para mua’jjir harus
memberi upah kepada musta’jir harus melakukan pekerjaan
dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-
syarat di anggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak
musta’jir -maupun mua jjir dan ini harus dipertanggung
jawabkan kepada tuhan.
. Syarat perjanjian kerja dalam undang-undang
Perjanjian sah dan mengikat adalah perjanjian yang
memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan
undang-undang. Perjanjian yang sah dan mengikat diakui
dan memiliki akibat hukum (legally concluded contract).
Menurut ketentuan pasal 1320 KUHpdt, setiap perjanjian
selalumemiliki empat unsur yang melekat syarat-syarat yang
ditentukan undang-undang.
1. Persetujuan Kehendak
Unsur subjek, minimal ada dua pihak dalam
perjanjianyang mengadakan persetujuan kehendak (ijab
gabul) antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Kedua
pihak dalam perjanjian harus memenuhi syarat-syarat
kebebasan menyatakan  kehendak, tidak lazim.
Persetujuan kehendak adalaah kesepakatan seiya sekata
antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Apa yang
dikehendaki oleh pihak yang lainya.
2. Kewenangan (Kecakapan)
Unsur subjek atau kewenangan berbuat, setiap
pihak dalam perjanjian wenang melakukan perbuatan
hukum menurut undang-undang. Pihak-pihak yang

bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu sudah
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dewasa artinyasudah berumur 21 tahun penuh, walaupun
belum 21 tahun penuh, tetapi sudah pernah kawin, sehat
akal (tidak gila). Tidak dibawah pengampuan dan

memiliki surat kuasa apabila mewakili pihak lain.

. Objek (Prestasi) tertentu

Unsur objek atau prestasi tertentu atau dapat
ditentukan berupa memberikan suatu benda gerak atau
tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud melakukan
perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan
tertentu. Suatu objek tertentu merupakan suatu objek

perjanjian prestasi wajib dipenuhi

. Tujuan perjanjian

Unsur tujuan, yaitu apa yang dicapai pihak-pihak
itu sifatnya harus halal artinya tidak dilarang undang-
undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan
tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat.®*

Perjanjian yang tidak memenuhi unsur-unsur dan
syarat-syarat seperti yang ditentukan diatas tidak akan
diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak
yang membuatnya, apabila dilaksanakan juga, sampai
suatu ketika ada pihak yang tidak mengakui dan
menimbulkan sengketa. Apabila diajukaan kepengadilan

akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.

4. Macam-Macam Upah

Di dalam figih mu’amalah upah dapat diklasifikasikan

menjadi dua :

81 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: PT Citra

AdityaBakti, 1993), h.299.
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a. Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma) adalah upah

yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus

disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.

b. Upah yang sepadan (ajrun mitsli) adalah upah yang sepadan

dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjanya

(profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa

(manfaat) kerjanya.

dua :
1)

2)

Dilihat dari segi objeknya, akad ijarah dibagi menjadi

ljarah manfaat (al-ijarah ala al-manfa’ah) misalnya
sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan
perhiasan. Dalam hal ini mu’ajjir mempunyai benda-
benda tertentu dan musta’jir butuh benda tersebut dan
terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana mu’ajjir
mendapatkan imbalan tertentu dari musta’jir, dan
musta’jir mendapatkan manfaat dari benda tersebut.
Apabila manfaat itu yang dibolehkan syara’ untuk
dipergunakan, maka para ulama figih sepakat
menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.

ljarah yang bersifat pekerjaan (al-ijarah ala al-a 'mal)
ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk
melakukan suatu pekerjaan. ljarah seperti ini menurut
ulama figih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu
jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik
dan buruh tani. Mu’ajjir adalah orang yang mempunyai
keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian musta’jir
adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau

jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Mu’ajjir
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mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk
musta’jir mendapatkan tenaga atau jasa dari mu ajjir.®*

Selain pembagian ijarah seperti yang telah
diterangkan sebelumnya, ada pembagian ijarah lain yang
sedikit berbeda, pembagian ijarah ini terdapat dalam
madzhab Syafi’i, adapun pembagian ijarah munurut
mazhab Syafi’i sebagai berikut :

a) ljarah ‘Ain, adalah ijarah atas kegunaan barang yang
sudah tertentukan, dalam ijarah ini ada dua syarat
yang harus dipenuhi, pertama; barang yang disewakan
sudah tertentu, sebagai pembanding, tidak sah
menyewakan salah satu dari dua rumah tanpa
menentukan rumah yang dimaksud. Kedua; barang
yang disewakan harus disaksikan oleh kedua belah
pihak pada waktu akad, atau sebelum akad dengan
catatan barang tersebut tidak diperkirakan rusak atau
berubah. ljarah ini oleh madzhab Syafi'i dianggap
identik dengan akad jual beli barang.

b) ljarah immah, adalah ijarah atas jasa atau manfaat
yang ditanggung oleh pemilik, seperti menyewa mobil
dengan tujuan kota tertentu, dalam hal ini jasa yang
diakadkan menjadi tanggungan pemilik mobil. Akad
ini dalam mazhab Syafi’i hampir sama dengan akad
pesanan (salam). Yang harus diperhatikan dalam
ijarah ini adalah upah/ongkos harus dibayar di muka,
sama seperti akad pesanan.

Adapun pada awalnya jenis upah terbatas

82 M. Ali Hasan, Op.Cit, h.236
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dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi

perkembangan dalam bidang mu’amalah pada saat ini,

maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya :

1.

Upah mengajarkan Al-Qur’an

Pada saat ini para fugaha menyatakan bahwa boleh
mengambil upah dari pengajaran Al-Qur’an dan
ilmu-ilmu syari’ah lainnya, karena para guru
membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan
kehidupan orang-orang yang berada dalam
tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita
untuk kepentingan pengajaran Al-Qur’an dan ilmu-
ilmu syari’ah tersebut, maka dari itu diperbolehkan
memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari
pengajaran ini.

Upah sewa-menyewa tanah

Dibolenkan menyewakan tanah dan disyaratkan
menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis
apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika
orang yang menyewakan mengizinkan ditanami
apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini
tidak dipenuhi, maka ijarah dinyatakan fasid (tidak
sah).®

Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau
kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo
waktunya atau tempatnya. Disyaratkan pula

kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang

& Ibid, h.30
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atau ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa

yang menunggangi.

. Upah sewa-menyewa rumah

Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal
oleh penyewa, tau si penyewa menyuruh orang lain
untuk menempatinya dengan cara meminjamkan
atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan
syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan
yang disewanya. Selain itu pihak penyewa
mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah
tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku

ditengah-tengah masyarakat.®*

. Upah menyusui anak

Berdasarkan Al-Qur’an sudah disebutkan bahwa
diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang
menyusukan anak, sebagaimana yang tercantum

dalam surah Al-Bagarah ayat 233 :
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8 Rachmad Syafe’i, Op.Cit, h.133



Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-
anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi
yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan
kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian
kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang
tidak dibebani melainkan menurut kadar
kesanggupannya.  janganlah  seorang ibu
menderita kesengsaraan Karena anaknya dan
seorang ayah Karena anaknya, dan warispun
berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin
menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan
keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada
dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu
disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran
menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada
Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat
apa yang kamu kerjakan”. (Q.S.Al-Bagarah :
233)%

Pemburuhan

Selain sewa-menyewa barang, sebagaimana yang
telah diutarakan diatas, maka ada pula persewaan
tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh
adalah orang yang menyewakan tenaganya
kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan

kemampuannya dalam suatu pekerjaan.

8 Departemen Agama RI, Al-qur‘an dan Terjemahnya, CV As-Syifa,

Semarang,2001, H.46
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5. Kewajiban dan Hak Masing-Masing Pihak

a. Kewajiban pemberi kerja dan buruh

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk
pribadi dan kelompok harus mempertanggungjawabkan
pekerjaan masing-masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau
kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya, apakah
ada unsur kelalaian atau kesengajaan. Jika tidak, maka
tidak perlu dimintai penggantiannya, dan jika ada unsur
kelalaian  atau  kesengajaan, maka dia  harus
mempertanggung jawabkannya, apakah dengan cara
mengganti atau sanksi lainnya.

Pemberi kerja harus bertanggung jawab atas
pemberian upah kepada pekerjanya, memperlakukan
pekerja dengan baik serta berlaku adil dalam pemberian
upah, begitu juga dengan buruh hendaklah bertanggung
jawab atas pekerjaannya yang ia terima dari pemberi kerja
dan diselesaikan dengan baik.

Sekiranya menjual jasa itu untuk kepentingan
orang banyak seperti tukang jahit dan tukang sepatu, maka
ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah, Zufar bin
Huzail dan Syafi’i berpendapat, bahwa apabila kerusakan
itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian, maka
pekerja itu tidak dituntut ganti rugi.

Abu yusuf dan dan Muhammad bin Hasan asy-
syaibani (murid Abu Hanifah), berpendapat bahwa, pekerja
itu ikut bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, baik
sengaja atau tidak. Berbeda dengan kerusakan itu diluar

batas kemampuannya seperti banjir besar atau kebakaran.
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Menurut Mazhab Maliki apabila sifat pekerjaan itu
membekas pada barang itu seperti barang binatu, juru
masak, dan buruh angkut (kuli), maka baik sengaja atau
tidak sengaja segala kerusakan menjadi tanggung jawab
pekerja itu wajib ganti rugi.®®

. Hak pemberi kerja dan buruh

Setiap seseorang yang melakukan akad harus
sesuai dengan ketentuan dan memenuhi hak masing-
masing, antara pemberi kerja dan buruh.

1) Pemberi kerja harus memberikan upah dan buruh
berhak untuk menerima upah.

2) Pemberi kerja berhak untuk menuntut buruh apabila
pekerja tidak menyelesaikan tugasnya sedangkan
upahnya sudah ia terima dan pekerja (buruh) wajib
menyelesaikan pekerjaannya.

3) Pemberi kerja harus adil dalam memperkerjakan buruh
dan memenuhi hak-hak antara kedua belah pihak.

4) Memungkinkan manfaat jika masannya berlangsung, ia
memungkinkan mendatangkan manfaat pada masa itu
sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.

5) Mengalirnya manfaat jika ljarah untuk barang, apabila
terdapat kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan
dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, ijarah
menjadi batal.

6) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan

kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu

% M.Ali Hasan, Op.Cit, h.237-238



mempercepat bayaran.®’
6. Sistem Pengupahan, Pelaksanaan Upah dan Berakhirnya
Upah-Mengupah®
a. Sistem pengupahan
Jika ljarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban
pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila
tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan
tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada
ketentuan penangguhannya, menurut abu Hanifah wajib
diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat
yang diterima. Menurut imam Syafi“iyah dan Ahmad,
sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.
Jika musta’jir. la berhak menerima bayarannya
karena penyewa (musta jir) sudah menerima kegunaanya.®®
Upah berhak diterima dengan syarat-syarat:
1) Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib
membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
2) Mendapat manfaat, jika ljarah dalam bentuk barang.
Apabila ada kerusakan pada barang sebelum
dimanfaatkan dan masih ada selang waktu, akad tersebut
menjadi batal.
3) Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu
sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
4) Mempercepat pembayaran sewa sesuai kesepakatan

kedua bela pihak sesuai dengan hal penangguhan

67 Rachmad Syafe’i, Op.Cit, h.239
%8 Rahmat, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2006). h 71
%9 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah...., h.236.
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pembayaran.
Hak menerima upah bagi musta ‘jir adalah sebagai
berikut:
a) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan.
b) Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika
akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain,
manfaat yang diljarahkan mengalir selama penyewaan

berlangsung.

Menurut mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat
upah dan menangguhkannya sah seperti juga halnya
mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang
sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat
menangguhkan, sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu,
maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut.
Misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu
bulan, kemudian masa satu bulan berlalu, maka ia wajib
membayar sewaan.’

Upah menurut profesor Benham, upah dapat
didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang
yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasa
sesuai dengan perjanjian.”

Upah mengupah atau ljarah ‘ala al-a’mal, yakni jual

beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti

" bid., h. 26
™ Tagyudin An,Nabhan, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif

Perspektif Islam, (Surabaya; Risalah Gusti, 1960), h.103.
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menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. ljarah

‘ala al-a 'mal terbagi dua yakni:"

1. ljarah khusus, yaitu yang dilakukan pekerja. Hukum
orang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan
orang Yyang telah memberi upah. Contoh: Heri
mempekerjakan Agung, selama Agung bekerja ditempat
Heri dengan kesepakatan yang telah ditentukan, maka
Agung tidak boleh menerima pekerjaan dari orang lain
selama pekerjaan Agung tersebut belum selesai, dalam
arti kata lain ljarah khusus ini mengikat seseorang agar
tidak menerima pekerjaan lain sampai jangka waktu habis
yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

2. ljarah musytarik, yaitu ljarah yang dilakukan secara
bersama-sama, atau melalui kerjasama hukumnya
dibolehkan kerja sama dengan orang lain.

b. Pelaksanaan Upah
Pelaksanaan Upah ini dipengaruhi oleh faktor-faktor
yang saling berkaitan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah :

1) Bentuk dan Jenis Pekerjaan Menentukan bentuk dan jenis
pekerjaan sekaligus menentukan siapa pekerja yang akan
melakukan pekerjaan tersebut adalah penting, agar dapat
diketahui seberapa besar kadar pengorbanan yang
dikeluarkan. Juga disyaratkan agar ketentuan bisa
menghilangkan kekaburan persepsi sehingga transaksi ijarah
tersebut berlangsung secara jelas. Setiap transaksi ijarah

disyaratkan harus jelas. Apabila ada unsur kekaburan, maka

"2 Al-faruz Rahman, Doktrin Ekonomi Islamdilid 2,(Penerbit Dana Bakti
Wakaf, 1989),h.361.
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status hukumnya tidak sah.
a) Masa Kerja
Dari segi masa kerja yang ditetapkan, transaksi
ijarah dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok,
yaitu sebagai berikut ;

1. Ada transaksi yang hanya menjelaskan takaran
pekerjaan yang dikontrak saja tanpa harus
menyebutkan masa kontrak/kerja, seperti pekerjaan
menjahit pakaian dengan model tertentu sampai
selesai. Maka berapapun lamanya seorang pekerja
harus menyelesaikan pakaian tersebut.

2. Ada transaksi ijarah yang hanya menyebutkan masa
kerja tanpa harus menyebutkan takaran Kkerja.
Contohnya: pekerjaan memperbaiki bangunan selama
satu bulan. Bila demikian orang tersebut harus
memperbaiki bangunan selama satu bulan, baik
bangunan tersebut selesai diperbaiki maupun tidak.

Ada transaksi ijarah yang menyebutkan masa
kerja sekaligus takaran. Misalnya, pekerjaan
membangun rumah yang harus selesai dalam waktu
tiga bulan.

b) Upah kerja
Disyaratkan juga agar upah dalam transaksi
jjarah disebutkan secara jelas. Hadis riwayat Abu Sa’id

Al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

A Jl i hTae s o 5k, M el 1 de
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Artinya : Dari Abu Sa’id Al khudri ra. bahwasanya Nabi
SAW bersabda, “Barang siapa memperkerjakan pekerja
maka tentukanlah upahnya.” (H.R Abdurrazaq).”

Hadis di atas memberikan pemahaman tentang
tata cara bagaimana kita melakukan akad ijarah
khususnya terkait dengan jumlah upah yang akan
dibayarkan. Penegasan upah dalam kontrak kerja
merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk
mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari.

Jika kewajiban dari pekerja sudah dipenuhi
kepada majikan, maka untuk itu hak pekerja tidak boleh
diabaikan tanpa memberikan gaji sesuai waktu yang
dijanjikan untuk memenuhi haknya sebagai pekerja.
Sepanjang ia tidak menyalahi pekerjaan yang diwajibkan
kepadanya, karena ia disewa sebagai pekerja, serta diberi
gaji. Pekerja berhak mendapat bayaran gaji secara penuh
walau terpaksa terjadi penundaan waktu pembayaran gaji.
Tidak boleh dikurangi dari jumlah yang sudah
diperjanjikan.

Seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika
ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan
sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat
dengan syarat-syarat antar mereka, kecuali syarat-syarat
yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang

haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan

3 Al-Hafid, Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asgalani), cct 1,

Pustaka Amani, Jakarta 1995, h.362
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yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak
semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan,
karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban.

Selama ia mendapatkan upah secara penuh, maka
kewajibannya juga harus dipenuhi. Syekh Qaradhawi
mengatakan bahwa bekerja yang baik merupakan
kewajiban karyawan atas hak upah yang diperolehnya,
demikian juga memberikan upah merupakan kewajiban
perusahaan atas hak hasil kerja karyawan yang
diperolehnya.

C) Tenaga yang dicurahkan saat bekerja

Transaksi ijarah dilakukan seorang musta’jir
dengan seorang mu’ajjir atas jasa dari tenaga yang
dicurahkannnya,  sedangkan upahnya ditentukan
berdasarkan jasa yang diberikan. Adapun berapa besar
tenaga yang dicurahkan bukanlah standar upah seseorang
serta standar dari besarnya jasa yang diberikan. Besarnya
upah akan berbeda dengan adanya perbedaan nilai jasa,
bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang
dicurahkan.

Sementara itu jerih payah (tenaga) tersebut
secara mutlak tidak pernah dinilai dengan menentukan
besarnya upah meskipun memang benar bahwa jasa
dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah,
namun yang diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang
diberikan bukan sekedar tenaga, meskipun tenaga

tersebut tetap diperlukan.
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Berdasarkan transaksi ijarah haruslah ditetapkan
tenaga yang harus dicurahkan oleh pekerja, sehingga
pekerja tersebut tidak dibebani dengan pekerjaan yang
berada diluar kepastiannya. Firman Allah SWT dalam
Q.S Al-Bagarah : 286 :
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Artinya : “Allah tidak membebani seseorang melainkan
sesuai dengan kesanggupannya. la mendapat pahala
(dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat
siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”. (Q.S Al-
Bagarah : 286).”

Karena itu, tidak diperbolehkan untuk menuntut
seorang pekerja agar mencurahkan tenaganya kecuali
sesuai dengan kapasitas kemampuannya yang wajar.
Karena tenaga tersebut tidak mungkin dibatasi dengan
takaran yang baku, membatasi jam kerja dalam sehari
adalah takaran yang lebih mendekati pembatasan tersebut
sehingga pembatasan jam kerja sekaligus merupakan
tindakan pembatasan tenaga yang harus dilakukan oleh

seorang mu’ajjir.

™ Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, Op.Cit, h.76
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Syari’at Islam menganjurkan agar upah yang
diterima oleh tenaga kerja, sesuai dengan tenaga yang
telah diberikan. Tenaga kerja tidak boleh dirugikan,
ditipu dan dieksploitasi tenaganya, karena mengingat
keadaan sosial tenaga kerja pada posisi perekonomian
lemah. Gaji harus dibayar atau dihargai sesuai dengan
keahlian masing-masing pekerja. Hal itu sesuai dengan
firman Allah SWT, yaitu :

i

P
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Artinya : “Dan bagi masing-masing mereka derajat
menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah
mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-
pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”. (Q.S
Al-Ahqaf :19)."”

Dapatlah dikatakan bahwa tenaga kerja berhak

menerima gaji sesuai keahlian dan kemampuannya
walaupun terjadi penundaan. Penundaan yang dilakukan
tidak boleh mengurangi gaji yang telah tertunda. Harus
sesuai dengan yang diperjanjikan tidak boleh dikurangi
sedikitpun. Ketika pada suatu saat orang yang mengupah
atau yang diupah itu meninggal dunia, maka itu tidak

membatalkan akad pengupahan.

C. Gugurnya Upah (ljarah)

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah
bagi mu’ajjir,apabila barang yang ditangannya rusak. Menurut
Ulama Syafiiyah, jika mu’ajjir bekerja ditempat yang dimiliki

oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya apabila

5 |bid, h.456
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barang berada ditangannya, ia mendapat upah.
Ulama Hanifiyah juga hampir senada dengan
pendapat diatas hanya saja diuraikan lagi sebagai berikut.”
1. Jika benda ditangan ajir.
a. Jika bekas pekerjaan, ajir berhak mendapatkan upah
sesuai bekas pekerjaan tersebut.
b. Jika tidak ada bekas pekerjaan, ajir berhak mendapat
upah atas pekerjaannya sampai akhir.
2. Jika benda berada ditangan penyewa, berhak mendapat upah

setelahselesai bekerja.

C. Asas-Asas Perjanjian dalam Islam

Asas berasal dari bahasa Arab asasun yang berarti dasar,
basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau
sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.”” Istilah
lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu
atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan
sebagainya.”® Mohammad Daud Ali mengartikan asas apabila
dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang
dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat
terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.” Dari definisi
tersebut apabila dikaitkan dengan perjanjian dalam hukum syariah

adalah, kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir

"6 Rahmat Syafe™i, Figih Islam Lengkap...., h,133-134

" Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi
ke-3. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 70.

" Ibid. h. 896.

% Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar llmu Hukum dan Tata
Hukum Islam di Indonesia, cetakan ke-8. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h.
50-52. 56 norma hukum.
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dan alasan pendapat tentang perjanjian terutama dalam penegakan
dan pelaksanaan hukum syari’ah. Asas—asas hukum adalah pokok
pikiran yang berpengaruh terhadap norma—norma perilaku dan
yang juga menentukan lingkup keberlakuan norma-norma
hukum.®® Asas-asas dapat dikatakan sebagai karateristik akad atau
ciri—ciri akad dalam hukum perjanjian Islam yang membedakannya
dengan akad/kontrak dalam hukum perjanjian
Barat/konvensional ®* Asas—asas akad menurut kompilasi hukum
ekonomi Islam terdiri dari : asas ikhtiyari/sukarela, asas
amanah/menepati  janji, ikhtiyati/kehati-hatian,  luzum/tidak
berubah, saling menguntungkan, taswiyah /kesetaraan,
transparansi, asas kemampuan, asas taisir/kemudahan, asas itikad
baik, asas sebab yang halal. Asas tersebut diatas dikelompokkan
berdasarkan karateristik Islam terdiri dari:
1. Al-Huriyyah (Kebebasan)®
Asas kebebasan berkontrak di dalam hukum Islam
dibatasi oleh ketentuan syariah Islam. Dalam membuat
perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan, dan
penipuan.® Islam memberikan kebebasan kepada para pihak
untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan
tersebut ditentukan ditentukan oleh para pihak. Apabila telah

disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat

8 81Yasardin, Asas Kebebasan Berkontrak Syariah (Jakarta: Kencana,
2018), h. 81

8 821bid.. h. 85

8 Asas kebebasan berkontrak sebenarnya jelas diajarkan oleh nash-nash Al
Qur’an, Al Hadis dan terdapat pula dalam kaidah-kaidah fighiyah. Gemala Dewi
,Hukum Perikatan Islam di Indonesia, cetakan ke-2. (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2006), h. 14 84

8 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta:
Gajah Mada University Press, 2018
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para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala
hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolute.®
Sepanjang tidak bertentangan dengan syari’ah Islam, maka
perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Menurut Faturrahman
Djamil bahwa: ”Syari’ah Islam memberikan kebebasan kepada
setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang
diinginkan, tetapi yang menentukan syarat sahnya adalah ajaran
agama”.®
2. Al- Musawamah (Persamaan)

Dalam sebuah perjanjian, para pihak yang terlibat
mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dapat menentukan
aturan dari suatu akad. Hubungan mu’amalah dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa
seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena
itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan
kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain,
hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari

kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para

8 Ppara ulama dalam masalah kebebasan berkontrak khususnya dalam
memperjanjikan syarat-syarat secara garis besar terbagi ke dalam dua kutub yang
berlawanan. Yang paling tidak mengakui asas kebebasan berkontrak adalah
ulamaulama Zahiri, khususnya lbn Hazm, dan yang paling luas mengakui asas
tersebut serta paling banyak mentashih syarat-syarat adalah ulama-ulama Hanabilah,
khususnya lbn Taimiyah. Bagi lbn Hazm pada asasnya akad dan syarat itu haram
dipenuhi kecuali yang diperintahkan oleh nash agar dipenuhi. Ibn Hazm berpendapat
bahwa setiap syarat _sebutan syarat dalam pengertian yang diberikan oleh lbn hazm
meliputi akad dan janji sepihak_ yang tidak di tegaskan keabsahannya oleh nash
merupakan syarat yang tidak terdapat pada kitab Allah dan “jika para pihak
menyebutkan syarat-syarat itu pada waktu membuat akad jual beli maka jual beli itu
batal dan syarat-syarat tersebut juga batal. Lihat: Yusdani (2002), “Transaksi (Akad)
Dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam Jurnal Studi Agama MILLAH, vol ii, no.2,
Januari 2002, (Yogyakarta: Magister Studi Islam UlI Yogyakarta), h. 76-77.

8 Faturrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syari’ah” dalam Mariam Darus
Badrulzaman Kompilasi Hukum Perikatan. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h.
249
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pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing
didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak
diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam
kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membeda-
bedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat
dan ras.

3. Al-Adalah (Keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian/akad
menuntut para pihak yang melakukan yang benar dalam
pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua
kewajibannya. Perjanjian ini harus senantiasa mendatangkan
keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh
mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.®

Asas ini merupakan lawan dari kezaliman. Salah satu
bentuk kezaliman adalah mencabut hak-hak kemerdekaan orang
lain, atau tidak memenuhi kewajiban terhadap akad yang dibuat.
Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan
prinsip muamalah yang melarang adanya unsur sebagai
berikut:®".

a. Unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba
nasiah maupun riba fadl.
b. Unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun

lingkungan (zalim). Esensi zalim (dzulm) adalah

8 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah...,h. 58

8 Otoritas Jasa Keuangan, “SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2015 tentang
Pedoman Syariah Indonesia bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”, dalam
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/SEOJKtentang-Pedoman
Akuntansi_Perbankan- Syariah Indonesia bagi-Bank
Syariah/PAPSI1%20BPRS%20%201%20Pendahuluan%20(3-11).pdf, diakses tanggal
28 Desember 2020
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menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan
sesuatu tidak sesuai ukuran, Kkualitas dan temponya,
mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan

sesuatu tidak sesuai posisinya.

. Unsur judi dan sikap spekulatif (maysir)

. Unsur ketidakjelasan (gharar). Esensi gharar adalah setiap

transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena

mengandung unsur  ketidakjelasan, manipulasi  dan

eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian
pelaksanaan akad. Bentuk-bentuk gharar antara lain:

1) Tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan
obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu
sudah ada maupun belum ada.

2) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan
penjual

3) Tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas
barang/jasa.

4) Tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar
dan alat pembayaran

5) Tidak adanya ketegasan jenis dan obyek akad

6) Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya
dengan yang ditemukan dalam transaksi

7) Adanya unsur eksplotasi salah satu pihak karena
informasi  yang kurang atau dimanipulasi dan

ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang ditransaksikan.

. Unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas

operasional yang terkait.
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4. Al-Ridha (Kerelaan)®®

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi harus
dilakukan dengan dasar kerelaan antara kedua pihak yang
bertransaksi, tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan
dan mis-statement.®* Kondisi ridha ini diimplementasikan ke
dalam perjanjian di antaranya dengan kesepakatan dalam
bentuk sighat (ijab — gabul) dan adanya konsep khiyar (opsi).”

Asas al ridha’iyyah ini dalam KUH Perdata sering
dinamakan asas konsesualisme atau asas konsensual. Asas ini
diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dengan kata lain,
perjanjian sudah sah apabila telah tercapai kesepakatan antara
dua pihak yang bertransaksi. Dalam pasal tersebut ditentukan
bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya
kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme
merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada
umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan
adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang merupakan
persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh
kedua belah pihak.*

8 (suka sama suka) dalam kontrak merupakan persyaratan yang paling
mendasar dalam semua kontrak komersial dalam hukum Islam. Keridhaan ini bersifat
subjectif yang tidak dapat diketahui kecuali dengan ekspresi nyata dari pihak yang
bertransaksi, baik melalui katakata, tulisan, tindakan atau isyarat. Persetujuan secara
rida (consent) untuk melakukan ijab dan gabul hanya dapat dilakukan oleh orang yang
telah memiliki kecakapan (ahliyyah) yaitu baligh dan berakal. Allah SWT
memerintahkan kepada orang yang beriman agar hanya memperoleh keuntungan dari
sesamanya hanya dengan jalan perniagaan (baik perniagaan barang atau jasa) yang
berlaku secara rida sama rida. Lihat: Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah:
Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2007), h. 68-69.

8 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah...,h.58

% Yasardin, Asas Kebebasan Berkontrak ...,h. 100

® Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum
Jerman. Di dalam hukum Germani tidak dikenal asas konsensualisme, tetapi yang
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5. Ash-Shidq (Kejujuran)

Perjanjian yang didalamnya mengandung unsur
kebohongan/ penipuan, sangat berpengaruh kepada keabsaan
perjanjian/akad. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al
Ahzab ayat 70 :

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah
kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar.

Bahwa pihak yang berakad wajib mengatakan dengan
benar dan jujur agar saling terjalin kepercayaan demi
terlaksanya akad tersebut. Suatu perjanjian dapat dikatakan
benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang
melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya.

Sedangkan perjanjian yang mendatangkan madharat dilarang.

. Al-Kitabah (Tertulis)

Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih
berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari
terjadi sengketa. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa “Hubungan kerja
terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan
pekerja.”® Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis

agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari

dikenal adalah perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu
perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata. Sedangkan yang disebut
perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu
tertulis (baik berupa akta autentik maupun akta di bawah tangan). Dalam hukum
Romawi dikenal istilah contractus verbis literis dan contractus innominat. Yang
artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan.

50

%2 Undang — Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal
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terjadi persengketaan. Tentang hal ini juga tertera dalam
Q.S.Al-Bagarah (2); 282-283, pada ayat ini dapat dipahami
bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu
perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan
diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian
dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika
suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat
dipegang suatu benda sebagai jaminannya.
7. Transparansi®

Setiap akad dilaksanakan dengan pertanggungjawaban
para pihak secara terbuka.”® Segala hal yang berkaitan dengan
kontrak perjanjian hendaknya disampaikan dan disampaikan

dengan apa adanya tanpa harus melebih-lebihkan atau

% Asas ini dalam buku lain disebut dengan istilah amanah. Asas amanah
merupakan bentuk kepercayaan yang timbul karena adanya iktikad baik dari masing-
masing pihak untuk mengadakan akad. Dalam hukum kontrak syariah, terdapat
bentuk akad yang bersifat amanah. Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-
masing pihak haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan
tidak dibenarkan salah satu pihak mengekploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam
kehidupan masa kini banyak sekali objek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak
melalui suatu keahlian yang sangat spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga
ditransaksikan, pihak lain yang menjadi mitra transaksi tidak banyak mengetahui
seluk beluknya. Oleh karena itu, ia sangat bergantung kepada pihak yang
menguasainya. Profesi kedokteran, terutama dokter spesialis, misalnya hanya
diketahui dan dikuasai oleh para dokter saja. Masyarakat umum tidak mengetahui
seluk beluk profesi tersebut. Oleh karena itu, ketika seorang pasien sebagai salah satu
pihak transaksi akan diterapkan suatu metode pengobatan dan penanganan
penyakitnya, sang pasien sangat tergantung kepada informasi dokter untuk mengambil
keputusan menjalani metode tersebut. Begitu pula terdapat barangbarang canggih,
tetapi juga mungkin menimbulkan risiko berbahaya bila salah penggunaannya. Dalam
hal ini, pihak yang bertransaksi dengan objek barang tersebut sangat tergantung
kepada informasi produsen yang menawarkan barang tersebut. Oleh karena itu, dalam
kaitan ini dalam hubungan hukum perjanjian Islam dituntut adanya sikap amanah para
pihak yang menguasainya untuk memberi informasi yang sejujurnya kepada pihak
lain yang tidak mengetahuinya. Lihat: Burhanuddin S, Hukum Kontrak Syariah,
(Yogyakarta: BPFE, 2009), h. 44, lihat juga: Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian
Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2007), h. 91

% Ibid..pasal 53
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menguranginya. Merahasiakan informasi  penting yang
mempunyai kaitan pada saat transaksi dapat membuat kontrak
tidak sah.*® Kontrak yang melibatkan gharar sangat dilarang,
tujuannya adalah untuk mencegah transaksi yang mengarah
pada suatu sengketa dan kurangnya kepercayaan. Kejelasan
informasi dalam masalah perjanjian merupakan hal mutlak yang
harus dipenuhi agar setiap pihak tidak dirugikan. Setiap pihak
yang melakukan perjanjian seharusnya memiliki informasi
relevan yang sama sebelum dan saat melakukan perjanjian baik
informasi mengenai objek, pelaku perjanjian atau akad
perjanjian. Lebih jauh lagi untuk terwujudnya transparansi,
maka perlu memberi akses bagi pihak-pihak yang
berkepentingan untuk mengetahui berbagai informasi penting

yang terkait dalam perjanjian.

% Ya’qub Hamzah.,Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan

Hidup dalam Berekonomi), Cet Il (Bandung : CV. Diponegoro, 1992), h. 65.
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